PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 10/13/PBI1/2008
TENTANG

LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

a. Bahwa dalam rangka penerbitan SBeaharga Negara yang

1.

terdiri dari Surat Utang Negara dan Surat Berh&Bgariah
Negara, Pemerintah dapat menunjuk Bank Indonedagse
agen lelang Surat Berharga Negara di pasar perdana;

Bahwa Bank Indonesia memiliki tugas sebagaena
penatausaha dan agen pembayar Surat Berharga lSyaria
Negara serta pelaksana kegiatan penatausahaan (Baray
Negara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaindimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menyusuratBean
Bank Indonesia tentang Lelang dan Penatausahaaat Sur
Berharga Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992aten Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 N@thp
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No#it2)3
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nb@nor
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia ahu
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790);

2. Undang...



Menetapkan :
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tdl999
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaramarfdeg
Republik Indonesia Nomor 4357);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentangtSutang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuw® 20
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Iralane
Nomor 4236);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SurdtcBga

Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indongafaun
2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4852).

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia TahQdd 2
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4867)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LELAN DAN
PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkéd &Balah Surat Utang

Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.

2. Surat...
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Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat Sdalax surat berharga
yang berupa surat pengakuan utang dalam mata wgmghryang dijamin
pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Reputitnesia, sesuai
dengan masa berlakunya.

Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnyagkat SBSN, atau dapat
disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negarg diterbitkan
berdasarkan prinsip syariah, dalam mata uang rumabagai bukti atas
bagian penyertaan terhadap aset SBSN.

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalanangnrUndang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaiméaia deibah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umumri&ya
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang NomorRarT2008 tentang
Perbankan Syariah.

Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penfsBN untuk pertama
kali.

Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SBNtelahgdijual di Pasar
Perdana.

Peserta Lelang SBN adalah pihak-pihak yang dapaigiketi lelang SBN
sesuai ketentuan yang berlaku.

Penawaran Pembelian Kompetiti€dmpetitive Bidding) adalah pengajuan
penawaran pembelian dengan mencantumkan volumdérdgat imbal hasil
(yield) atau hargapfice) yang diinginkan penawar.

Penawaran Pembelian Non-kompetitiNoQ-competitive Bidding) adalah
pengajuan penawaran pembelian dengan mencanturokamestanpa tingkat
imbal hasil yield) atau hargapfice) yang diinginkan penawar.

Bank IndonesiaScripless Securities Settlement System yang untuk selanjutnya
disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Balokesia termasuk

penatausahaannya dan penatausahaan surat berkaega slektronik dan

terhubung...
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terhubung langsung antara peserta BI-SSSS, pemyggemn BI-SSSS dan
Sistem Bank IndonesiBeal Time Gross Sttlement (Sistem BI-RTGS).

11. Sub-Registry adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatatodian
yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bawloriesia melakukan
fungsi penatausahaan surat berharga, termasuk SBNk kepentingan
nasabah.

12. Delivery Versus Payment yang untuk selanjutnya disingkat DVP adalah
setelmen transaksi SBN dengan cara setelmen senf@riga melalui BI-SSSS
dilakukan bersamaan dengan setelmen dana di Baokésia melalui Sistem
BI-RTGS.

13. Free of Payment yang untuk selanjutnya disingkat FoP adalah setelme
transaksi SBN dengan cara setelmen suratatgahdilakukan melalui
BI-SSSS sedangkan setelmen dana dilakukan tidak secasarbhaan dengan
setelmen surat berharga atau tanpa setelmen dana.

14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB Il
FUNGSI BANK INDONESIA DALAM
LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA
Pasal 2
Dalam rangka membantu Pemerintah untuk mengelolal, SBank Indonesia
melakukan hal-hal sebagai berikut :
a. memberikan masukan dalam rangka penerbitan SBNagrknpenyusunan
ketentuan dan persyaratan penerbitan SBN;
b. bertindak sebagai agen lelang dalam penerbitan @Bldsar Perdana; dan

c. menatausahakan SBN.
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BAB Il
BENTUK DAN JENIS SURAT BERHARGA NEGARA
Pasal 3
SBN yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia setagai dimaksud dalam Pasal
2 huruf ¢ mempunyai bentuk dan jenis sebagaimaatarddalam Undang-Undang
SUN dan Undang-Undang SBSN yang berlaku.

BAB IV
LELANG SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA
Pasal 4
Bank Indonesia melaksanakan lelang SBN di PasardaRar berdasarkan

pemberitahuan dari Menteri.

Pasal 5
(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagai agen lelang amhaga dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b, Bank Indonesia untuk das awma Pemerintah
melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut :
a. mengumumkan rencana lelang SBN;
b. melaksanakan lelang SBN;
c. menyampaikan hasil penawaran lelang SBN kepadaeviedan
d. mengumumkan keputusan hasil lelang SBN.
(2) Bank Indonesia melaksanakan lelang SBN dengan meaggn BI-SSSS

atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 6
Peserta Lelang SBN di Pasar Perdana dapat melakekewaran pembelian dalam
lelang SBN dengan cara Penawaran Pembelian Kdrhg€ompetitive Bidding)

dan/atau..
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dan/atau Penawaran Pembelian Non-kompetitdn{competitive Bidding) sesuai

ketentuan Menteri yang berlaku.

(1)

(2)

3)

BAB V
PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA
Pasal 7
Bank Indonesia melakukan penatausahaan SBN sebauaidimaksud dalam
Pasal 2 huruf ¢ mencakup :
a. pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen SBaft d
b. agen pembayar bunga (kupon)/imbalan dan pokokimiaiinal SBN.
Bank Indonesia melakukan penatausahaan SBN atesks penerbitan SBN
di Pasar Perdana dan transaksi SBN di Pasar Sekunde
Bank Indonesia melakukan penatausahaan SBN menkmulBd-SSSS sesuai

ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan penatausahaan SBN, Badénesia dapat

menunjuk atau bekerja sama dengan pihak lain.

(1)
(2)

1)

(2)

Pasal 9
Pencatatan kepemilikan SBN dilakukan sedmak entry.
Catatan kepemilikan SBN di BI-SSSS merupakan tkégemilikan yang sah.

Pasal 10
Bank Indonesia melakukan setelmen atas transak&ripgan SBN di Pasar
Perdana baik yang dilakukan secara lelang maupuarheheng.
Bank Indonesia melakukan setelmen atas transakii @iBPasar Sekunder

yang meliputi :

a. setelmen..



3)

(4)

(1)

(2)

3)
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a. setelmen atas transaksi SBN antara pelaku pasgaddtemerintah yang
dilakukan secara lelang maupun non lelang; dan

b. setelmen atas transaksi SBN yang dilakukan antakyp@asar.

Setelmen SBN atas transaksi penerbitan SBN di PRAsetana baik yang

dilakukan secara lelang maupun non lelang sebagairdenaksud pada ayat

(1) dan setelmen transaksi SBN yang dilakukan Blemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuagkanvaktu yang telah

ditetapkan oleh Menteri.

Setelmen SBN atas transaksi SBN yang dilakukanraptaku pasar

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakskauai data setelmen

yang disepakati oleh pelaku pasar yang bertransaksi

Pasal 11

Setelmen transaksi SBN baik di Pasar Perdana madp®asar Sekunder

dilakukan atas dasar prinsip DVP atau FoP.

Setelmen transaksi SBN secara DVP dilakukan ataardsistem setelmen

gross to gross ataugross to net.

Setelmen SBN secara FoP di Pasar Perdana dan ali Bakunder dapat

dilakukan dalam rangka:

a. pemindahbukuan yang dilakukan oleh pemilik SBN d@englentitas yang
sama;

b. pengalihan kepemilikan SBN dalam rangka hibah, saai pelunasan
kewajiban, tukar menukar, pengalihan karena peaatg@ngadilan dan
pinjam meminjam; atau

c. transaksi lainnya, sepanjang telah memperoleh fogus@ dari lembaga

yang berwenang.

Pasal 12..
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Pasal 12

Dalam rangka setelmen SBN sebagaimana dimaksudhdadesal 10 ayat (1) dan

Pasal 10 ayat (2), Bank Indonesia berwenang untuk :

a.

(1)

(2)

3)

(1)

(@)

mendebet rekening giro rupiah di Bank IndonesiaknBank untuk dan atas
nama diri sendiri dan Bank pembayar untuk danrsasa pihak lain; dan
mendebet rekening SBN di BI-SSSS milik PemerinBdmk untuk dan atas

nama diri sendiri daBub-Registry untuk dan atas nama pihak lain.

Pasal 13
Bank untuk dan atas nama diri sendiri dan Bank @gmbuntuk dan atas
nama pihak lain harus menyediakan dana yang cuklgmdrekening giro
rupiah di Bank Indonesia untuk kepentingan seteltnansaksi SBN yang
dilakukan oleh peserta di Pasar Perdana dan Pekan&er.
Dalam hal dana dalam rekening giro rupiah sebagandémaksud pada ayat
(1) tidak mencukupi untuk melunasi seluruh atauage&m kewajibannya
sampai dengan batas akhir waktu setelmen dana selkeuh hasil lelang
SBN yang setelmennya dilakukan melalui Bank tersdimyatakan gagal.
Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan secduliskepada Menteri

mengenai setelmen yang gagal sebagaimana dimaksad dyat (2).

Pasal 14
Bank untuk dan atas nama diri sendiri dgab-Registry untuk dan atas nama
pihak lain harus menyediakan SBN yang cukup dakkaning surat berharga
di Bank Indonesia untuk kepentingan setelmen tkenssBN yang dilakukan
oleh peserta transaksi SBN di Pasar Sekunder.
Dalam hal SBN dalam rekening surat berharga gsstvena dimaksud

pada ayat (1) tidak mencukupi untuk meuheé seluruh atau sebagian

kewajibannya..
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kewajibannya sampai batas akhir setelmen suraabgah transaksi tersebut
dinyatakan gagal.
(3) Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan secdudiskepada Menteri

mengenai setelmen yang gagal sebagaimana dimaksladayat (2).

Pasal 15
Atas transaksi SBN yang gagal yang diberitahukgm#ia Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan/atau Pasalya# (3), Bank Indonesia

melakukan tindak lanjut sesuai dengan permintaaun @émberitahuan Menteri.

Pasal 16

(1) Bank Indonesia melakukan pembayaran bunga (kupaodlan dan/atau
pelunasan pokok/nilai nominal SBN pada saat jatudkiw atas beban
Pemerintah.

(2) Atas permintaan Pemerintah, Bank Indonesia melakukzelunasan
pokok/nilai nominal SBN sebelum tanggal jatuh waktas beban Pemerintah.

(3) Bank Indonesia melakukan pembayaran :

a. bunga (kupon)/imbalan;

b. pokok/nilai nominal SBN pada tanggal jatuh waktantau

c. pokok/nilai nominal SBN sebelum tanggal jatuh waktu

sepanjang tersedianya dana yang cukup pada rekgmogupiah Pemerintah
di Bank Indonesia.

(4) Pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasiesk/nilai nominal
SBN dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan pésipemilikan SBN
yang tercatat di BI-SSSS.

(5) Dalam rangka pembayaran bunga (kupon)/imbalan than/g@elunasan

pokok/nilai nominal SBN, Bank Indonesia berwenang :

a. mendebet..
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a. mendebet rekening giro rupiah Pemerintah di Ban#omesia untuk
melakukan pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/gialunasan
pokok/nilai nominal SBN; dan

b. mendebet rekening surat berharga pemilik SBN dcB&Serhadap SBN

yang telah dinyatakan lunas oleh Pemerintah.

BAB VI
BIAYA
Pasal 17
(1) Bank Indonesia mengenakan biaya atas:
a. pelaksanaan lelang SBN kepada Peserta Lelang S8N; d
b. penatausahaan SBN kepada pemilik rekening SBN wk Badonesia.
(2) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayamdmyjjacu pada

ketentuan BI-SSSS yang berlaku.

BAB VII
PELAPORAN PENATAUSAHAAN
SURAT BERHARGA NEGARA
Pasal 18
Bank Indonesia menyampaikan laporan kegiatan pesat@an SBN secara berkala

kepada Menteri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indomesiatur lebih lanjut dengan

Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 20Q..
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Pasal 20
(1) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia iniatBem Bank Indonesia
Nomor 9/3/PBI/2007 tentang Lelang dan PenatausaBaaat Utang Negara
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlp&raturan pelaksanaan
dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/3/PBI/200ftatey Lelang dan
Penatausahaan Surat Utang Negara sepanjang bgbhembaharui dan tidak

bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesianyatikan tetap berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padgdahditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanyretasngan Peraturan Bank

Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaggand Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Agustus 2008
GUBERNUR BANK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta BOEDIONO
Pada tanggal 21 Agustus 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR123
DPM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 10/ 13 /PBI/2008
TENTANG
LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA

UMUM

Dalam rangka membiayai Anggaran Pendapatan damanpelNegara,
termasuk membiayai pembangunan proyek, menutupr&egan kas jangka pendek
akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaampehgeluaran dari Rekening
Kas Negara dalam satu tahun anggaran dan/atau fokengertofolio utang negara,
Pemerintah menerbitkan SBN di dalam negeri. Sehgdrudengan penerbitan SBN
tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24nT2002 tentang Surat Utang
Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tgr8arat Berharga Syariah
Negara, Pemerintah dapat menunjuk Bank Indonediagse agen lelang yang
menyelenggarakan kegiatan penjualan SBN di Pasdaia agen penatausaha dan
agen pembayar SBSN serta pelaksana kegiatan peahtean SUN yang
mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan sede|nserta agen pembayar
bunga (kupon)/imbalan dan pokok/nilai nominal SBN.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanfagas Bank Indonesia
yang terkait dengan lelang SBN di Pasar Perdanapdaatausahaan SBN, Bank

Indonesia menggunakan BI-SSSS.
PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2..



Pasal 2
Huruf a
Masukan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi imgilikanoneter
dari penerbitan SBN agar keselarasan antara kealpijakskal
termasuk manajemen utang dan kebijakan monetet tapapai.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam hal menggunakan sarana lain selain BI-SS&8k Bhdonesia
akan memberitahukan sebelumnya kepada Menteriesarta lelang.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan setelmen SBN adalah setelraeg y

terdiri dari setelmen surat berharga fdéau setelmen dana.

Huruf b...



Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Penunjukan pihak lain dilakukan dalam rangka manjan fungsi sebagai
agen penatausaha SBSN berdasarkan permintaan Menter
Kerjasama dengan pihak lain antara lain dilakukaalard rangka

penatausahaan SBN melalui BI-SSSS.

Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengdwok entry adalah pencatatan kepemilikan dan
perpindahan kepemilikan surat berharga tanpa wafsaipless)
dalam suatu jurnal elektronis.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a

Setelmen transaksi SBN dengan Pemerintah mencakup
setelmen hasil lelang pembelian kembdliuypack) SBN di
Pasar Sekunder, transaksi Fasilitas Peminjaman 8B

Dealer Utama dan transaksi lainnya sesuai ketemilgnteri.



Huruf b
Setelmen transaksi SBN yang dilakukan antar pela&ksar
mencakup antara lain setelmen transaksi jual belug
(outright), jual beli secara bersyaratefo dan reverse repo),
pinjam meminjam surat berhargaedurities borrowing and
lending) dan pencatatan agunanedge).
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan setelngnoss to gross adalah setelmen SBN
dimana setelmen surat berharga dan setelmen daa&uldin
berdasarkan transaksi per transatside by trade).
Yang dimaksud dengan setelmgross to net adalah setelmen SBN
dimana setelmen surat berharga dilakukan secarssakai per
transaksi tfade by trade) sedangkan setelmen dana seaqaefting
system.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Bank pembayar ditunjuk oleh peserta transaksi SBNgytidak memiliki

rekening di Bank Indonesia untuk melakukan seteldsara.

Pasal 13..



Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Kecukupan dana pada rekening giro rupiah PemeridiaBank
Indonesia merupakan satu kesatuan dari dana yaeglidkan oleh
Pemerintah untuk pembayaran bunga (kupon)/imbalan/atau
pelunasan pokok/nilai nominal SBN dan dana yangediidkan
Pemerintah untuk keperluan lainnya.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)

Huruf a

Biaya...
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Biaya pelaksanaan lelang SBN adalah biaya transgksg
dikenakan kepada Peserta Lelang SBN yang mendéang
SBN.
Huruf b
Biaya penatausahaan SBN antara lain berupa biaysaksi
dan biaya setelmen SBN serta biaya permohonanniafgr
terkait transaksi SBN.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 18
Laporan antara lain berisi jumlah SBN yang ditdednit, posisi kepemilikan

SBN, bunga (kupon)/imbalan dan/atau pokok/nilai mainyang dibayarkan,

dan data transaksi perdagangan SBN.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4888



